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The 2004 national election will give us such different discourse about our national
leaderJuly2004. This is the time to that the people willchoose their own president and
the vice president. This is, can be seen as a good achievement from the perspective of
constitutional law. By choosing theirnational leaderdirectly, the can determine whowill
be responsible to run the government in the followingfiveyears. The weakness of the
old presidential election is that the aspiration ofrepresentatives maydifferent from the
people aspiration, as a result, people will have a president who actually they dont want.
Through direct presidential election, not only the president will be more legitimated,
but also, more national stability willbe gained.

Ketentuan konstitusi tentang pemilihan
Presiden dan Wakii Presiden secara

langsung sudah final sebagai keputusan
politik nasional dan dimasukkan di dalam
perubahan ketigadan keempatUUD 1945.
Bahkan saat ini rakyat Indonesia tengah
bersiap-siap untuk melaksanakan pemilihan
langsung tersebut dengan harap-harap
cemas atas hasil dan resiko yang mungkin
darl pemilihan tersebut.

Untuk memahami secara mendalam

maksud pemilihan langsung tersebut ada
baiknya jika kita menelusuii latar belakang
pilihan politik tersebut untuk dijadikan
muatan UUD, sehingga mau tidak mau kita
harus menyambutnya sebagai kewajiban
konstitusional. Penelusuran tersebut

meliputi telaah tentang alasan-alasan
munculnya usul tentang pemilihan langsung
serta persoalan-persoalan yang harus
diantisipasi.
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Mengapa pemilihan langsung?

Secara umum dikatakan bahwa

pemilihan Presiden dan Wapres secara
langsung itu leblh demokratis. Namun.
secara khusus untuk pengalaman Indone
sia paling tidak ada dua alasan mengapa
gagasan pemilihan langsung dianggap
perlu. Pertama, untuk leblh membuka pintu
bagi tampilnya Presiden dan Wapres yang
sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat
sendiri. Alasan tersebut muncul karena

berdasar pemilihan Presiden tahun 1999,
temyata konfigurasi dukungan politik rakyat
terhadap 'calon yang diajukan oleh parpol
berbeda dengan konfigurasi kehendakwakil-
wakilnya di MPR yang memiliki hakformal-
konstitusional untuk memilih Presiden atas

nama rakyat. Calon Presiden dari PDI
Perjuangan yang memiliki suara mayoritas
dikalahkan oleh calon gabungan paftai-partal
yang suaranya kalah banyak dl dalam
pemllu. Kenyataan ini dianggap menge-
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cewakan karena konfigurasi kehendak MPR
tidak berbanding lurus dengan konfigurasi
asplrasi rakyat yang diwakilinya. Contoh
lainnya adalah kalah atau tersingkirnya
Susllo Bambang Yudhoyono dalam
perebutan kursi Wakil Presiden di MPR
untuk menggantikan Megawati yang naik
menjadi Presiden setelah jatuhnya Presiden
Abdurrahman Wahid; padaha! Susilo
Bambang Yudhoyono di tingkat masyarakat
(minimal berdasar hasil jajak pendapat dan
kelayakan menurut media massa) lebih
Jiunggulkan dan mendapat dukungan
terbesar. Dia ternyata kalah dalam
pemungutan suara di tingkat MPR yang
kemudian memberi kesan bahwa kehendak

MPR sebagai miniatur seluruh rakyat
ternyata tidak mencerminkan potret
kehendak rakyat yang diwakilinya. Meskipun
kenyataan-kenyataan tersebut secara
konstituslonal tidak salah (karena menurut
konstltusi memang seperti itulah cara
memilih Presiden dan Wapres) namun dari
sudut demokrasi dlanggap tidak pas karena
seharusnya perbandingan suara di tingkat
rakyatberjaian paralel dengan perbandingan
suara di tingkat lembaga yang mewakili
rakyat tersebut. Artlnya kehendak rakyat
yang terbanyak seharusnya menjadi
keputusan wakilrwakilnya di MPR.

Sebenarnya tidak perlu terlalu
dipersoalkan iuqa jika pilihan-pilihan MPR
Itu dilakukan secara mumi karena keyakinan
politik sebagai wakil rakyat yang
bertanggungjawab, tetapi pilihan-pilihan
semacam itu sangat rawan dengan politik
uang dan politik jabatan sehingga lebih
membuka peiuang bagi terjadinya pilihan
dari anggota karena imbalan uang atau
karena imbalan kedudukan atas pilihannya
itu dan bukan karena idealisme atau karena

sesuai dengan aspirasi dan keyakinan poiitik
yang dianggap baik. Dalam pemilihan
Presiden secara langsung akan sangat sulit
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calon dapatmenggunakan politik uang untuk
meraih jabatan Presiden karena selain tidak
akan mampu membayar rakyat satu
persatu, perbuatan seperti itu pasti akan
lebih mudah diketahuioleh publik.Akan Iain
halnya jika pemilihan dilakukan melalui
perwakilan seperti sekarang. Didalam cara
Ini poiitik uang maupun politik jabatan dapat
lebih mudah dilakukan karena selain

jumlahnya relatif terbatas antara pemberi
dan penerima dapat saling tutup mulut
sehingga tidak mudah diketahui oleh
masyarakat. Bahkan di dalam cara Ini-.
pembayaran uang bisa dilakukan baik
secara 'eceran' (dibayar langsung satu
persatu) maupun secara borongan (dibayar
melalui ketua parpol atau ketua fraksi).

Kedua, untuk menjaga stabilitas
pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan
di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku
di dalam sistem Presidehsiil. Sistem

Presidensiil semu yang berlaku di Indone
sia selama in! dengan cara pemilihan
Presiden secara tidak langsung ternyata
telah menimbulkan masalah yang dilematis.
Pada masa Orde Baru Presiden menjadi
terlalu kuat sehingga sangat sulit dijatuhkan,
malahan mengkooptasi MPR dan DPR
melalui rekayasa dalam penentuan anggota
MPR dan DPR sehingga mengaku-
mulasikan korupsi politik, sedangkan pada
era reformasi justeni MPR dan DPRIah yang
terlalu kuat sehingga Presiden dapat dengan
mudah dijatuhkan berdasar kehendak dan
alasan sendiri yang dibuat oleh sebagian
terbesar anggota MPR dan DPR. Upaya
menguaikan MPR dan DPR yang
rherupakan respons atas tuntutan reformasi
sama sekali tidaklah salah, apalagi jika
dilngat bahwa merajalelanya KKN di era
Orde Baru justeru terjadi karena proses
pelemahan yang terus menerus atas MPR
dan DPR oleh Presiden sehingga lembaga
permusyawaratan/perwakilan rakyat
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tersebut tidak dapat melakukan kontrol
sebagaimana mestinya. MPR dan DPR
harus lebih diberdayakan dan dikuatkan.
Tetapi' perubahan kekuatan yang
menyebabkan Presiden secara politik
menjadi lemah di hadapan MPR dan DPR
tentunya tidak diinglnkan juga. Yang
diinginkan dari perubahan itu adal.ah
terjadinya keseimbangan kekuatan antara
Presiden dan MPR/DPR sesuai dengan ide
tentang mekanisme check and balance di
dalam ketatanegaraan. Upaya membangun
keseimbangan kekuatan ini menurut teori
dapatdilakukan dengancara mengikuti cara
pemilihan Presiden menurut sistem
Presidensii!yang lebihmumiyakni Presiden
dipilih sendiri secara langsung oleh rakyat.
Presiden yang dipilih secara langsung tidak
dapat dijatuhkanoleh lembaga perwakilan
atau permusyawaratan rakyatkecualidalam
hai yang sangat luar biasa atau karena
terjadinya pelanggaran hukum. Presiden
tidak dapat dijatuhkan karena keputusan-
keputusan politiknya dalam menjalankan
pemerintahan, kecuali nyata-nyata
melanggar ideologi negara serta melakukan
kejahatan tertentuyang harus dibuktikan di
forum pengadilan. Dengan demikian
stabilitas pemerintahan akan lebihterjamin.

Pasal-pasal yang terkait

Berdasar alasan-alasan itulah kemu-

dian MPR menyetujui perubahan cara
pemilihan Presiden didalam konstitusi dari
yangsemula dipilih oleh MPR menjadi dipilih
langsung oleh rakyat. "Ketentuah ini

' dituangkari melalui perubahan ketiga dan
keempat UUD 1945 yang ditempatkan di
dalam pasal 6AAyat (1) sampai dengan (5)
yang selengkapnya berbunyi:

(1). Presiden dan Wakil Presiden dipilih
dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat
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(2) Pasangan caion Presiden dan Wakil
Presiden diusuikan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum sebelum pelak-
sanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan caion Presiden dan wakil
Presiden yang mendapatkan suara
lebih dari limapuluhpersen darijumlah
suara dalam pemilihan umum dengan
sedikitnya dua puluh persen suara di
setiap provinsi yang tersebar di lebih
dari setengah jumlah provinsi di Indo- •
nesia, diiantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan caion
Presiden dan Wakil Presiden terpilih,
dua pasangan caionyang memperoleh
suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum dipilih oleh
rakyat secara langsung, dan pasangan
yang memperoleh suara rakyat
terbanyak diiantik sebagai Presiden
dan Wakil Presiden.

(5)^ Tatacara pelaksanaan .pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden lebih

lanjut diaturdaiam undang undang.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut

dapat ditarik keslmpulan bahwa dengan
pemilihan secara langsung.maka legltimasi
yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden
akan sangat kuat karena dukungan yang
diperoleh dari rakyat harus lebih dari 50,%
secara hasional, dan harus mencapai 20 %
di separuh keseluruhan propinsi yang ada
di Indonesia. Ketentuan yang demikian
menyiratkan pula adanya tuntutan
dilakukannya pemilu Presiden dan wakil
Presiden sampai dua putaran yakni
manakala dalam sekali putaran tidak dapat
menghasilkan pasangan caion yang
memperoleh dukungah lebih dari. 50 %
secara nasional dan 20 % di^ sekurang-
kurangnya separuh propinsiyang ada di In
donesia. Untuk sistem multipartai seperti
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yang ada sekarang (tahun 2004) inl akan
sangat sulit pemilu Presiden dan Wakil
Presiden bisa selesai dalam sekaliputaran,
sebab menurut UU tentang Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden syarat
perolehan suara dalam pemilihan umum
legislatifyang harus dimiliki oleh parpol atau
gabungan parpol untuk dapat mengajukan
pasangan calon Presiden hanyalah 3 %.
Namun untuk pemilu tahun 2009 kemung-
kinan pemilihan umum presiden dan Wakil
Presiden selesai dalam satu putaran akan
sedlkit lebih terbuka sebab pada saat itu
syarat perolehan suara parpol atau
gabungan parpor dalam pemilu legislatif
untuk dapat mengajukan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden adaiah 20 %.
Idealnya, memang, di dalam sistem yang
seperti Inl hanya ada dua partai politik yang
berkontestasi untuk memperebutkan jabatan
Presiden.

Mengenal pemberhentian Presiden
dalam masa jabatannya UUD 1945 hasil
arnandemen masih membuka kemungkinan
meskipun dengan syarat dan proseduryang
jauh lebih sulit. Hal Inidimaksudkan untuk
mengahtisipasi munculnya situasi atau
peristiwayang mengharuskan ada prosedur
konstitusi untuk mempertimbangkan
kemungkinan memberhentikan: Presiden
karena alasan-alasan tertentu. Pembuat
perubahan UUD 1945 mengatur hal ini di
dalam pasal 7A dan pasal 7B ayat (1)
.sampai dengan (&). Pasal 7A berbunyi:

Presiden dan/atau Wakil Presiden

dapatdiberhentikan dalam masa Jaba.-=' nnya
oleh MajelisPermusyawaratan Rakyatatas
usul Dewan Perwakilan Rakyat, balk apabila
terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi
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syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.

Sedangkan pasal 7B selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

{1) Usulpemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden dapat diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat
hanya dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk meme-

riksa, mengadili dan memutus
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
bahwa Presiden dan/Wakil Presiden

telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela: dan/atau pendapat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden

tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum tersebut ataupun telah tidak
lagi memenuhisyaratsebagaiPresiden
dan/atau Wakil Presiden adaiah dalam
rangka pelaksanaan fungsl penga-
wasan Dewan Perwakilan Ra/cyaf.

(3) Pergajuan permintaan Dewan
Pe:wakilan Rakyat kepada Mahkamah
Konstitusi hanya dapat dilakukan
dengan dukungan sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang hadir dalam
sidang paripurna yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat

(4) Mahkamah Konstitusi wajib meme-
riksa, mengadili, dan memutus dengan
seadil-adilnya terhadap Dewan
Perwakilan Rakyat tersebut paling
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lama sembllan puluh hari seteiah
permlntaan Dewan Perwakilan Rakyat
itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
Apabila Mahkamah Koiistitusi memu-
tuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden terbukti melakukan pelang-
garan hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya/ atau
perbuatan tercela; dan/atau terbukti

' bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagal
Pre^endan/atau WakilPresiden, Dewan
Penwakilan Rakyat menyelenggarakan
sidangparipuma untukmenervskanusu!
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden kepada Majelis Permusya-
waratan Rakyat

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib
menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan

Rakyat tersebut paling lambat tiga
puluh hari sejak Majelis Permusya
waratan Rakyat menerima usul
tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden
harus diambil dalam rap'at paripurna
Majelis Permusyawaratan Rakyatyang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya %
darijumlah anggota dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir, seteiah Presiden
dan/atau Wakil Presiden diberi

kesempatan menyampaikan penje-
lasan dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat

Cara pemberhentian dalam masa
jabatan

Tampak jelas bahwa meskipun
Presiden dan/atau Wapres dipilih secara
langsung oleh rakyat namun kedua Pejabat
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Negara tersebut dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya meskipun caranya sullt
dan dapat menimbulkan problem teknis
prosedurai. Bahwa Presiden dan/atau
wapres bisa diberhentikan dalam rhasa
jabatannya ituwajarsaja dicantumkandan
diatur di dalam konstitusi sebab bukan tidak
mungkin kedua pejabat negara tersebut
memang melakukan pelanggaran-
pelanggaranseriusatau tidaklagi memenuhi
syarat untuk terus dalam jabatannya.

Jika digalidari berbagai konstitusiyang
ada di dunia secara teoretis cara penjatuhan
Presiden dan/atau Wapres menurut UUD
1945 hasil amandemen menggunakan
sistem campuran antara sistem impeach
ment dan sistem forum previlegiatum.
Seperti diketahuiada dua cara penjatuhan
Presiden dalam masa jabatannya yakni
impeachment dan forum previlegiatum.
Dengan /mpeac/jmenfdimaksudkan bahwa
Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik
yang mencerminkan wakil seluruh rakyat (
misalnya Congress di Amerika Serikat)
melaluipenilaiandan keputusan politik yang
syarat-syarat dan mekanismenya ketat;
sedangkan forum previlegiatum adaiah
penjatuhan Presiden melalui pengadiian
khusus yang dasarnya adaiah pelanggaran
hukum berat atau tertentu dengan putusan
hukum pula.

Di Indonesia, jika ditilik dari pasal 7
yang dikutip di atas, penjatuhan Presiden
harus dimulai dari penilaian dan keputusan
politik di DPR {impeachment) kemudian
dilanjutkan ke pemeriksaan dan putusan
hukum oieh Mahkamah Konstitusi (forum
previlegiatum) untuk dikembaiikan iagi ke
prosedur impeachment (DPRdan diteruskan
ke MPR) untuk diputuskan secara politik
apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu
perlu diikuti dengan pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden ataukah tidak.
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Tepatnya UUD 1945 menganut sistem
campuran antara mekanisme impeachment
dan mekanisme forum previlegiatum yaknl
dari impeachment ke forum previlegiatum
dan kembali ke impeachment]ag\.

Banyak kaiangan yang menilai bahwa
dalam konteks ini fungsl Mahkamah
KonstitusI lemah alias sumir saja.
Pertanyaan yang sering diajukan adalah:
jika MKsudah memutuskan Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbuktl bersalah
mengapa MPR masih diberi peiuang untuk
tidakmenjatuhkan Presiden dan/atau Wakii
Presiden? Kaiau begitu, apa gunanya ada
Mahkamah KonstitusI? Apa pun perta-
nyaannya ituiah kenyataan yang beriaku
dalam hukum tata negara kita. Kenyataan
initidak perlu dibenturkan dengan teori atau
dengan cara yangdianutdinegara lain sebab
pada dasarnya hukum tata negara yang
mengikat itu adalah apa pun yang oleh
rakyat dan negara yang bersangkutan
dimuatdl dalam konstitusinya. JadIapapun
isi konstitusi, ituiah ketentuan hukum tata
negaranya.

Ada iagi soal teknis prosedurai yang
mungkin menjadi hambatan poiitik dalam
proses impeachment di DPR dan MPR.
Sepertidiketahui didalam pasal 78 ayat (3)
diatur bahwa untuk menjatuhkan impeach
ment dan mengajukan permintaan
pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi
DPR hamsmemutuskan melaiui Sidang yang
hams dihadiri oiehminimal 2/3dan disetujui
oleh minimal 2/3dariyang hadir. Bagaimana
jika terjadi sebuah Fraksi atau anggota-
anggota DPR dengan jumlah lebih dari 1/3
dari seluruh anggota, karena permainan
poiitik, tidak hadir dalam Sidang tersebut?
Begitu juga jika hal itu terjadi pada
impeacmentyang terakhirsepertiyang diatur
di dalam pasai 78 ayat (7). Di sana diatur
bahwa Sidang MPR untuk menentukan ada
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atau tidaknya impeachment terhadap
Presiden dan/atau Wakii Presiden berdasar
putusan Mahkamah Konstitusi hams dihadiri
oieh sekurang-kurangnya % dari selumh
anggota MPR. Bagaimana pulajika Sidang
MPRuntukitutidakmencapai kuomm karena
ada lebih dari Va anggotanya sengaja tidak
hadir karena sebuah transaksi poiitik untuk
meiindungi Presiden dan Wakii Presiden?
Kalau kedua masalah ini tidak dapat
ditampung sebagai antlsipasi di daiam
penyempurnaan kembaii UUD 1945
(misainya atas usul Komisi Konstitusi yang
bisadisetujui oiehMPR) maka sebaiknyaada
sebuah UU yang.mengatur hukum acara
dalam masalah ini sekaiigus memuat
antlsipasi atas kemungkinan-kemungkinan
terjadlnya kemacetan.

Beberapa Persoalan yang Perlu
Diantlsipasi

Dengan demikian ada argumen yang
cukup kuat untuk dilakukannya pemilihan
Presiden dan Wapres secara langsungoleh
selumh rakyat, yaitu, untuk memuncuikan
Presiden yang memang dikehendaki oleh
rakyat, untuk menghindari poiitik uang dan
poiitik jabatan, serta untuk lebih menjamin
stabiiltas pemerintahan. Argumen inilah
yang kemudian membawa MPR mengatur
di dalam konstitusi tentang perriilihan
Presiden dan wakil Presiden secara
langsung oleh rakyat.

Namun pemilihan PresidendanWapres
secara langsung ini bukannya tidak

.menimbulkan persoalan meskipun masih
bersifet hipotesis.Sejumlah persoalan hams
diantlsipasi sejakdini agar kalau pemilihan
langsung ini nanti dilaksanakan tidak
menjadi keterianjuran yang akan sangat
menyuiitkan kita. Di antara persoalan yang
mungkin timbui adalah:
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1. Sikap disintegratif daerah
yang bukan pemilih yang
menang

Berhubung dengan kenyataanpluralitas
agama dan etnik dl Indonesia ada
kemungkinan bahwapara pemilih didaerah-
daerah tertentu menjatuhkan pilihansecara
hampirseratus persen kepada calontertentu
yang bermotifkan agama atau kesukuan.
Akibatnya hasil pemilihan Presiden dan
Wapres di daerah-daerah tersebut bisa
sangat tidak seimbang. Untuk daerah-
daerah yang penganut agamanya lebih
heterogen. dan toleran seperti di Jawa
misalnya masalah in! tidak akan terlalu
mengkhawatirkan. Tetapi didaerah-daerah
yang penganut agamanya hampirhomogen
seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara, Irian Jaya,
Maluku Utara misalnya akan cenderung
terpilih dan dimenangkan oleh tokoh yang
bukan "Islam santri" bahkan cenderung or-
ang non muslim; tetapicalontersebut bisa
kalah di daerah-daerah lain bahkan kalah
secara nasional. Sebaliknya di daerah
Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
dan sebagainya cenderung akan terpilih
calon lain yang muslim santri, tetapi dl
daerah-daerah homogen yang terdahulu
calon tersebut kalah bahkan juga bisa kalah
secara nasional.

Mengingat tingkat kesadaran kita
dalam berdemokrasi masih belum baik
(seperti yang bahkan dapat dilihat dari
perilaku para politisi yang sulit menerima
kekalahan) maka ini sangat potensial untuk
memancing pemikirandisintegrasi. Daerah-
daerah yang secara hampir mutlakmemilih
calon tertentu tetapi kalah secara nasional
bisa saja menyatakan tidak taat atas hasll
pemilihan dan memilih melepaskan dirl dari
keterikatan terhadap pemerintah pusat.
Kemungkinan ini dapat diperkuat oleh
otonomi daerah yang seluas-luasnya yang
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bisa saja dimanfaatkan secara berlebihan.
Oleh sebab itu pengawasan dalam
pembuatan peraturanperundang-undangan
dari Pusat terhadap Daerah harus
diefektifkan; begitujuga kewenangan Pusat
untukmengurusi masalah pertahanan (yang
memangtidak dldesentralisasikan) haruslah
dapatdimanfaatkan dengansebaik-baiknya.

2. Pemihakan (tidak netralnya)
Birokrasi

Masalah lain yang mungkin timbul dari
hasll pemilihan langsung ini adalah tidak
netralnya birokrasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakatl Berdasar
pengalaman pada masa lalu dl berbagai
instansi pemerintah,terutama didesa-desa
yang Jauh dari jangkauan media massa,
warga masyarakat yang diketahul tidak
memilih partai penguasa biasanya
diperlakukan secara diskriminatif yang
bentuknya dapat berupa penyulitan dalam
mengurus surat-surat atau peluang untuk
memanfaatkan sumberdaya yang tersedla.
Jlka proses kampanye pemilihanPresiden
dan Wakil Presiden berjalan begitu panas
(dan itu bukan tidak mungkin terjadi) bisa
saja pengalaman masa lalu akan berulang,
dimana mereka yang bukan pendukung
Presiden dan Wapres yang menang dalam
pemilihan akan diperlakukan secara
diskriminatif, lebih-lebih jika calon yang
menang dalam pemilihan Itu kemudian
melakukan perubahan personalia birokrasi
untuk dilsidengan orang-orangnya sendiri.
Apablla initerjadi maka berarti kita mundur
dariproses reformasi yangsebenamya telah
berhasil meminlmalkan sikap diskriminatif
birokrasiseperti itu. Oleh sebab ituberbagai
peraturan perundangan tentang etika,
akuntabilltas, dan netralltas birokrasi perlu
dibuat untuk meminlmalkan abuse of power
atau detournement de pouvoir. Pemben-
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tukan lembaga atau badan ombudsman dari
tingkat pusat sampai ke desa-desamenjadi
sangat panting juga untuk mengantislpasi
persoalan ini.

3. Tampilhya tokoh popular tap!
tidak berkualitas

Ada kekhawatiran bahwajlka pemilihan
Presiden dilakukan secara iangsung yang
akan terpilih nanti bukan Presiden yang
berkualitas tetapi hanya popular dl kalangan
nasyarakat yang sebagian besar tingkat
pendidikan dan kesadaran politiknyamasih
rendah. Juga dlkhawatirkan calon atau
pasangan calon yang akan terpilih nanti
hanyalah calon kharlsmatik tetapi tidak
berkualitas.' Kekhawatiran seperti ini
sebenamya tidak perlu ada karena di daiam
pemilihan Iangsung calon-calon akan
dimunculkan melalui partal-partai yang
tentunya cukup rasional untuk menentukan
calon yang memenuhi standar kualitas
moral dan Intelektual minimal.

Lagi pula seumpama pun itu terjadi
sebenamya tidak peiiu dipersoalkan sebab
kalau sudah merupakan hasil pilihan rakyat
maka kita tidak perlu mempersoalkan.
Ketika kita memlllh prinsip demokrasi.maka
kita tidak bisa lagi mengolok-olok pilihan
rakyat yang tentu akan melakukan pilihan-
pilihan sesuai dengan tingkat kesadaran
politik dan pendidikan masing-masing.
Akan lain halnya jika secara sadar kita
memilih bentuk aristokrasi yang biasanya
memberi wewenang kepada sekelompok
kecil cerdik p'andai untuk menentukan
segala keputusan negara.

4. Potensi kewenang-wenangan
karena sulit dijatuhkan

.Jika benar bahwa salah satu alasan
pemilihan Presiden isecara Iangsung adalah
untuk mempersulit dijatuhkannya Presiden
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di tengah "rhasa jabatannya maka ha!yang
tidak diinginkan bisa saja terjadi, yakni,
Presiden dapat melakukan tindakan
sewenang-wenang dan korupsi politiktanpa
takut dijatuhkan oleh lembaga lain. Ini bisa
saja terjadi karena di. dalam sistem
Presidensiil, dlmana Presiden dipilihsendiri
secara Iangsung qleh rakyat, Presiden tidak
dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lainnya
kecuali dalam hal te^'adinya pelanggaran
hukum. Kebljakan politik Pr^iden tidak dapat
menyebabkan Presiden dijatuhkan oleh
Parleme'n. Olehsebab itujikatidakmembuat
instrumeh dan fambu-rambu yang ketet maka
bisa saja pemilihan Iangsung malahan
melahirkan Presiden yang otoriter, apalagi
jika Presiden yang terpilih dari pemilihan
Iangsung adalah tokoh yang hanya
mengandalkankharisma atau kepbpuleran.
Dalam kaitan inimaka kebebasan pers harus
tetap dijamin dan diblarkan seperti
perkembangannya sekarang iniagar kontrol
masyarakatdapat dikemukakan secarawajar
dan kuat sehingga mampu membatasi
tindakan-tindakan Presiden dari

kesewenang-wenangan.

5. Tampllnya Presiden dari etnis
tertentu

Ada kekhawatiran lain, yakni, jika
pemilihan Presiden dilakukan secara
Iangsung maka yang akan terpilihselalu dari
etnis Jawa sehingga memperkecil peluang
tampllnya Presiden dari suku lain di luar
Jawa. Kekhawatiran ini didasarkan pada
kenyataan bahwa sebagian terbesar
penduduk Indonesia berada di Jawa.
Meskipun tidak dapat dlpungkiri bahwa
kekhay^tiran seperti;iniada benamya tetapi
secara umum sebenamya masalah initidak
perlu dipersoalkan. Berdasar pengal.aman
sepanjang sejarah Republik Indonesia
•tampilnya pimpinannon Jawa hampir-hampir
tak pernah dipersoalkan. Pada umumnya
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Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung, Moh. Mahfud MD

masyarakat lebih menekankan pada
moralitas atau justeru pada masalah
ideologis. Apalagi pencalonan nantlnyaakan
dilakukan oleh partai-partai yang tentu akan
lebih raslonal dalam menentukan calon
sesuai dengan kondisi soslologis dan
psikologis masyarakat.

Membandingkan dengan beberapa
negara

Bagaimana pun pemilihan Presiden
secara langsung telah ditetapkan di dalam
konstitusi karena dipandang merupakan
altematif yang lebih baikjika dibandingkan
dengan pemilihan tidak langsung seperti
yang terjadi selama ini. Meskipun terdapat
sejumlah persoalan seperti yang dikemu-
kakan di atas namun bukan berarti bahwa

pemilihan Presiden secara langsung tidak
perlu dilaksanakan, sebab setiap pilihan
pasti mengandung segi positif dan negatif.
Dalam konteks ini pemilihan Presiden
secara langsung memiliki segi positif dan
negatifnyajuga, namun untuksegi positifnya
bagi perkembangan demokrasi lebih dapat
dimanfaatkan.

Pengemukaan masalah-masalah
(negatif) yang mungkin timbul dari pemilihan
Pre-siden langsung ini hanyalah dimak-
sudkan agar ketikakitameiakukan pemilihan
Presiden langsung itu semua persoalan
yang mungkin timbul dapat diantisipasi
dengan keputusan-keputusan politik dan
penyediaan perangkat hukum yang dapat
mengatasinya.

Untuk memilih mekanisme pemilihan
secara langsung itu ada baiknya kita lihat
secara selayang pandang tentang tatacara
yang berlaku di beberapa negara lain.

1. Philippina

Konstitusi Philippina memberikan
kedudukan yang kuat kepada Presiden
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melalui pemilihan Presiden secara langsung
untuk masa jabatan enam tahun dan tidak
dapat dipilih kembali. Di dalam Konstitusi
Philippina tahun 1987 (articleVII, section 1)
disebutkan bahwa Presiden adalah
penyelenggara pemerintahan. Di dalam
konstitusi Philippina ada penegasan juga
bahwa semua kekuasaan negara berasal
dari rakvatyang diwujudkan melalui pemilu
yang lakukan oleh wakil-wakil rakyat di
Majelis Nasional.

Pemilu di Philippine akan memper-
llhatkan partai mana yang memiliki suara
terbanyak di dalam.Majelis Nasional baik
memiliki suara terbanyak mutlak (lebih dari
50%) maupun memiliki suara terbanyak
relatif(terbanyak diantara partai-partaiyang
ada). Setelah Majelis Nasional terbentuk
barulah dilakukan pemilihan Presiden dan
Perdana Menteri.

Pemilihan Presiden di Philippina dapat
dikatakan meniru model pemilihan yang
berlaku diAmerika Serikat. Setiap pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden disahkan oleh

Dewan Pemilihan setiap Propinsi untuk
kemudian disampaikan kepada Kongres
yang langsung ditujukan kepada Ketua
Senat. Setelah menerima laporan hasil
pemilihan dari setiap Dewan Pemilihan
Ketua Senat menghitung kartu suara dalam
sidang bersama antara Senat dan DPR
dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak
pemilihan dilaksanakan. Kongres meneliti
surat suara setelah memperoleh keabsahan
dan tindakan yang dibenarkan oleh uhdang
undang.

2. Amerika Serikat

Dalam praktek di Amerika Serikat
pemilihan Presiden dilakukan secara
langsung oleh rakyat meskipun secara for
mal dilakukan oleh Dewan Pemilih {Elec
toral College). Artinya Dewan pemilih ini
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hanya mengesahkan saja dari hasil pilihan
rakyat yang dicerminkan dari hasil pilihan
rakyatatas kursi-kursi Dewan Pemlllh yang
masing-masing mempunyal calon Presiden
dan Wakil Presiden yang telah pasti. Para
anggota Dewan Pemlllh dipllih untuk tiap-
tiap negara baglan yang jumlah anggotanya
untuk setlap negara baglan sama
banyaknya dengan wakil.yang dipilih
mereka di Senat dan DPR. Model Inlsering
dikatakan sebagai model Presidesili murni
yang menclrikan kedudukan Presiden
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
tunggal yang bertanggungjawab disamping
berbagai wewenang konstltusional yang
bersifat prerogatif yang umumnya melekat
pada jabatan kepala negara. Presiden tidak
dapatdijatuhkan oleh Kongres melalul mosi
karena Presiden tIdak bertanggungjawab
kepada Kongres. Mesklpun begitu Presiden
dapatjuga diberhentlkan melalul Impeach
ment jika tersangkut kasus pengkhianatan,
menerima suap, atau melakukan kejahatan
serius {treason, bribery, or to other hight
crime and misdemeanors). Jadi Presiden
tIdak dapat dijatuhkan karena kebljakan
politlk. Tampak sekall bahwa dl Amerika
Serlkat terbuka juga kemungkinan
menjatuhkan atau memberhentikan
Presiden melalul Impeachment namun
prinsip stabllltasnya tetap sangat menonjol,
sebab impeachment Itu sendiri syaratnya
sangat berat. Oleh sebab Itu sampal
sekarang belum ada Presiden yang jatuh
karena impeachment sebab dengan syarat
dan tuntutan pembuktian yang berat adanya
upaya impeachment (yang sudah dua kali
dalam sejarah) tidak pemah sampal berhasll
menjatuhkan Presiden. Pernah ada juga

upaya Impeachment untuk menjatuhkan
(mantan) Presiden Nixon tetap! tidak
berlanjut; begitu juga yang terjadi pada
masa Presiden Bill Clinton.

3. Perancis

Sesual dengan bunyi pasal 6 UUD
Republik Kellma Perancis pemilihan
Presiden dl Perancis dllakukan secara
langsung oleh seluruh rakyat dengan
meyoritas mutlak dalam arti Presiden
terpillh harus mendapat dukungan lebih dari
50% suara. Jika tidak dicapai suara
mayorltas mutlak maka pemilihan diulang
yang hanya dapat diikuti oleh calon yang
mendapat suara terbanyak pertama dan
kedua pada pemilihan putaran pertama
kecuall ada pengunduran diri dari calon-calon
yang mendapat suara terbanyak kesatu dan
kedua. Dalam hal terjadi pengunduran diri
dari salah satu pemenang pertama dan
kedua maka yang dapat maju dalam putaran
berlkutnya adalah calon-calon yang
memperoleh suara terbanyak berlkutnya.
JadI pengunduran diri seorang calon tidak
secara otomatis menjadikan calon lainnnya
sebagai Presiden terpillh. Seiama belum ada
yang mendapat suara mayorltas mutlak
dalam pemilihan langsung Itu maka
pemungutan suara diulang. Ketentuan ini
sesual dengan bunyl pasal 7 UUD Republik
Kellma Pemaclsyang menyatakan bahwa:

"Pemilihan Presiden Republik
dilaksanakan berdasarkan mayorltas
mutiak pada tahap pertama. Apabiia
mayorltas mutlak itu tidak diperoleh, maka
Presiden Republik dipilih pada tahap kedua
oleh mayorltas".^
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